Menimbang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1982
TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertitik tolak pada
falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesa untuk menjamin tetap
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancadla dan
Undang-Undang Dasar 1945, karena ternyata seluruh rakyat Indonesiatelah
rela berjuang dengan penuh pengorbanan;

. bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesa merupakan upaya

untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan keamanan negara, dalam
rangka Wawasan Nusantara guna mencapai tujuan nasond, yaitu untuk
mdindungi segenap bangsa dan sduruh tumpah darah  Indonesia,
memagjukan kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosdl;

. bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan bagian

tidak terpissh dari ketahanan nasona yang perlu ditingkatkan dengan
menghimpun dan mengerahkan kemampuan nasional, yang berintikan salah
satu modal dasar pembangunan nasond yang oleh negara, rakyat dan
bangsa Indonesig, ialah Angkatan Bersenjata Republik Indonesa;

. bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup

upaya dalam bidang pertahanan dan upaya dalam bidang keamanan adalah
sdlah satu fungs pemerintahan negara;

. bahwa dadam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik

Indonesa setigp warga negara mempunya hak dan kewgjiban yang
ditetapkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta
ddam upaya pembdaan negaa yang merupakan kehormatan dan
dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban
dalam pengabdian kepada bangsa dan negarg;


http://www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat

Dengan mencabut

Menetapkan

. bahwa upaya pertahanan keamanan negara Republik Indonesia mencakup

pembentukan dan penggunaan sumber daya manuga, pengamanan serta
pendayagunaan sumber daya aam, sumber daya buatan dan segenap
prasarana fisk dan prasarana psikis bangsa dan negarg;

. bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 646) yang didasarkan pada Undang-Undang
Dasar Sementara Republik 1ndonesa Tahun 1950 tidek sesuai lagi dengan
perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut
perlu dicabut dan diganti;

. bahwa berdasarkan hal-hd tersebut di atas dan dalam rangka pembangunan

pertahanan keamanan negara Republik Indonesa sebagaimana dimaksud
daam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu ditetgpkan Undang-undang
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
Republik Indonesia;

. Pasd 5 ayat (1), Pasd 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1),

Pasd 30, Pasal 31, dan Pasd 33 Undang-Undang Dasar 1945;

. Ketetgpan Magdis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor

IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Huan Negara;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONES A

MEMUTUSKAN :

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik
Indonesa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 646);

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pesdl |

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Pertahanan Keamanan Negara ada pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagal sdah
satu fungs pemerintahan negara, yang mencakup upaya daam bidang pertahanan yang ditujukan
terhadap segda ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan
terhadap ancaman dari dalam negeri;
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10.

11

13.
14.
15.
16.
17.

Bda negara adalah tekad, skap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeuruh, terpadu dan
berlanjut yang dilandas oleh kecintaan pada tanah ar, kesadaran berbangsa dan bernegara
Indonesia Serta keyakinan akan kesaktian Pancasla sebagal ideologi negara dan kerdlaan untuk
berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang
membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan
wilayah dan yurisdiks nasiond, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setigp warga negara sebagai penunaian
hak dan kewajiban dalam rangka penyeenggaraan pertahanan keamanan negarg;

Perlavanan Rakyat Semedta adalah kesadaran, tekad Skap dan pandangan seluruh rakyat
Indonesia untuk menangka, mencegah, menggagalkan dan menumpas setigp ancaman yang
membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesa yang berdasr Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasona dan prasarana
nasiond;

Sigem Pertahanan Keamanan Rakyat Semedta addah tatanan segengp komponen kekuatan
pertahanan keamanan negara, yang terdiri atas komponen dasar Rakyat Terlatih, komponen utama
Angkatan Bersenjata Republik Indonesa beserta Cadangan Tentara Nasiond [ndonesa,
komponen khusus Perlindungan Masyarakat dan komponen pendukung sumber daya dam,
sumber daya buatan dan prasarana nasiona, secara menyeluruh, terpadu dan terarah;

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan
kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian
Pancasla sebagal ideologi negara, kerdlaan berkorban untuk negara, serta memberikan
kemampuan awd bela negara;

Rekyat Terlatih addah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, yang mampu
melaksanakan fungs Ketertiban Umum, Perlindungan Rakyat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan
Rekyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negarg;

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesa Sukarda addah warga negara yang
diikutsertakan secara sukarela ddam upaya bela negara melaui pengabdian ddam Angkatan
Bersenjata Republik Indonesig;

Anggota Angkatan Bersenjata Republik 1ndonesa Wgjib adalah warga negara yang diikutsertakan
secara wajib. dadam upaya bda negara meldui pengabdian dalam Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia sdama jangka waktu tertentu;

Anggota Cadangan Tentara Nasiona Indonesia adalah warga negara yang diikutsertakan secara
wgib atau secara sukardla dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam Cadangan Tentara
Nasiona Indonesig;

Perlindungan Masyaraka addah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang
mampu berfungs membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat
maapetaka;

Sumber daya nasond adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
Ancaman adalah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan;

Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;

Angkatan Bersenjata adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan negarg;

Panglima Angkatan Bersenjata addah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pasal 2
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Rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya pertahanan
keamanan negara

Pasal 3

Pertahanan keamanan negara bertujuan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesa berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar
negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasiondl.

Pasal 4

(1) akikat pertahanan keamanan negara addah perlawanan rakyat semesta, yang penyeenggaraannya
didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta
berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengend
menyerah, bak penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

(2) Penyelenggaraan perlawan rakyat semesta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan
dengan Sstem pertahanan keamanan rakyat semesta.

Pasal 5

Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia berfungs untuk

a memdihara dan meningkatkan ketahanan nasond dengan menanamkan serta memupuk kecintaan
pada tanah ar, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, menghayati dan mengamalkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memiliki skap menta yang meyakini hak dan
kewajiban serta tanggung jawab sebagal warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa
dan negara serta kepentingannya;

b. membangun, memdlihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara, dengan memantgpkan kemanunggalan segengp komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara dengan seluruh rakyat Indonesia;

¢. mewujudkan sduruh kepulauan Nusantara beserta yurisdiks nasonanya sebaga satu kesatuan
pertahanan keamanan negara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

BAB II
UPAYA PENYELENGGARAAN PERTAHANAN KEAMANAN
NEGARA

Pasal 6

Upaya pertahanan keamanan negara diselenggarakan melalui:

a upaya pertahanan dengan membangun serta membina daya dan kekuatan tangka negara dan bangsa
yang mampu meniadakan setigp ancaman dari luar negeri dalam bentuk dan wujud gpapun;

b. upaya keamanan dengan memperkuat daya dan kekuatan tangka negara dan bangsa yang mampu
meniadakan setigp ancaman dari dalam negeri dalam bentuk dan wujud apapun.

Pasal 7
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Upaya pertahanan maupun upaya keamanan diwujudkan dalam sstem pertahanan keamanan rakyat
semesta dengan mendayagunakan sumber daya nasond dan prasarana nasonal secara menyduruh,
terpadu dan terarah, adil dan merata serta disslenggarakan oleh Pemerintah dan dipersigpkan secara
dini.

Pasal 8

Perlawanan rakyat semesta memiliki Sifat-gfat

a Kerakyatan, yatu kekutsertaan seluruh rakyat warga negara sesua dengan kemampuan dan
keahlian dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara;

b. Kesamestaan, yatu sduruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasskan diri guna
menanggulangi setigp bentuk ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri;

c. Kewilayahan, yaitu sduruh wilayah negara merupakan tumpuan perlavanan dan segenap
lingkungan didayagunakan untuk mendukung setigp bentuk perlawanan secara berlanjut.

Pasal 9

Perlawvanan rakyat semesta diwujudkan dengan

a mempersenjatal rakyat secara pskis dengan ideologi Pancasila dan secara fisk dengan keterampilan
bela negara yang disslenggarakan oleh Pemerintah;

b. mendayagunakan kemanunggalan Angkatan Bersenjata termasuk anggota Cadangan Tentara
Nasond Indonesia ddam dinas aktif sebagal kekuatan pertahanan keamanan negara dengan seluruh
rakyat |ndonesia sebagal sumber kekuatan.

Pasal 10

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangka
dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segengp komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara, yang terdiri aas.

a Reakyat Terlatih sebagai komponen dasar;

b. Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasona |ndonesia sebagai komponen utamg;

C. Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus,

d. umber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung.

Pasal 11
Rakyat Terlatih merupakan komponen dasar bagi kesemestaan dan keserbagunaan penydenggaraan

pertahanan keamanan negara yang mampu meaksanakan fungs Ketertiban Umum, Perlindungan
Rakyat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan Rakyat.
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Pasal 12

Angkatan Bersenjata sebaga kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesgpsagaan dan
ketanggapsegeraan  penydenggaraan  pertahanan keamanan negara melaksanakan fungs  sdaku
penindak dan penyanggah awd terhadap stigp ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri,
serta pdatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara.

Pasal 13

Perlindungan Masyarakat merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara bagi
kesslamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, meaksanakan fungs
menanggulangi akibat bencana perang, bencana aam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat
malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda

Pal 14

Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasond sebagai komponen pendukung
kekuatan pertahanan keamanan negara didayagunakan bagi peningkatan daya dan hasl guna serta
kelancaran dan kelangsungan upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 15

Pendayagunaan sumber daya nasond dan prasarana nasona bagi pertahanan keamanan negara
dilandaskan pada kebijaksanaan untuk senantiasa menjamin kemampuan bangsa dan negara dalam
meniadakan setigp ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Pasal 16

Pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasd 9 dalam bab ini diatur Iebih lanjut dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB Il
HAK DAN KEWAJBAN WARGA NEGARA
DALAM PEMBELAAN NEGARA

Pasal 17

(1) Hak dan kewgiban warga negara yang diwujudkan dengan kelkutsertaan dalam upaya bela negara
tidak dapat dihindarkan, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetgpkan dengan undang-
undang.

(2) Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setigp warga negara secara adil
dan merata
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Pasal 18

Hak dan kewgiban warga negara yang diwujudkan dengan kelkutsertaan dalam upaya bela negara
disdenggarakan meldui :

a

Pan o

1)
2

D)

(2
©)

(4)
©)

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sbagal bagian tidak terpissh dalam ssem pendidikan
nasiondl;

keanggotaan Rekyat Terlatih secarawajib;

keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secarawajib;

keanggotaan Cadangan Tentara Nasona | ndonesia secara sukarela atau secarawajib;

keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela

pasa 19

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara disdenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara

sertamenegakkan hak dan kewgjiban warga negara dadlam upaya bela negara

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini waib diikuti oleh

Setigp warga negara, dan dilaksanakan secara bertahap yaitu :

a tahgp awa pada pendidiken tingkat dasar sampai menengah aas dan ddam Gerakan
Pramuka;

b. tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi.

Pasal 20

Rekyat Terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara
secara wajib yang menunjukkan sfat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penydenggaraan
pertahanan keamanan negara

Warga negara diikutsertakan secara bergilir dan berkala guna menunaikan Wajib Prabakti dan

Wajib Bakti.

Warga negara yang telah menunaikan Wajib Prabakti disusun ddam Kesatuan Rakyat Terlatih

a berhak tetap di daam bidang pengabdian atau pekerjaannya dan melakukan peranan sebagal
anggota Rekyat Terlatih;

b. berhak setelah memperoleh persetujuan dari fihak yang berwenang meninggakan bidang
pengabdian atau pekerjaannya untuk secara sukarela memilih bidang pengabdian kepada negara
sebagal anggota Angkatan Bersenjata;

C. dapat dikenakan kewsgiban dinas Angkatan Bersenjata dengan meninggalkan bidang
pengabdian atau pekerjaannya untuk waktu tertentu tanpa putusnya hubungan kerjg;

d. berhak tetap di ddam bidang pengabdian atau pekerjaannya untuk secara sukarda memilih
menjadi anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesa

Rakyat Terlatih dibina menurut lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman atau lingkungan

pekerjaannya.

Pdlaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
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Pasal 21

(1) Anggota Angkatan Bersenjata diperoleh secara

a sukarela, dari anggota Rakyat Terlatih yang memenuhi persyaratan;

b. wagjib, dari anggota Rakyat Terlatin yang diperlukan kemampuan dan keahliannya bagi
penydenggaraan pertahanan keamanan negara. Ketentuan-ketentuan tentang anggota
Angkatan Bersenjata Sukarela dan anggota Angkatan Bersenjata Wajib masing-masing diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 22

(1) Anggota Cadangan TentaraNasond Indonesia diperoleh secara:

a wajib, dari anggota Tentara Nasond Indonesa yang telah menydesakan masa dinasnya
sebagal anggota Angkatan Bersenjata Sukarela maupun anggota Angkatan Bersenjata Wajib;

b. sukarela, dari anggota Rakyat Terlatih dan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia
yang tedah menydesakan masa dinaswya sebagal anggota Angkatan Bersenjata dan
memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang anggota Cadangan Tentara Nasiond Indonesia diatur lebih lanjut
dengan undang-undang.

Pasal 23

Anggota Angkatan bersenjata Sukarela, anggota Angkatan Bersenjata Wajib serta anggota Cadangan
Tentara Nasional Indonesia dalam dinas aktif addah Prgjurit Pguang Sapta Marga.

Pasal 24

(1) Anggota Perlindungan Masyarakat diperolen secara sukardla dari warga negara yang bukan
anggota Rakyat Terlatih, Angkatan Bersenjata atau Cadangan Tentara Nasional Indonesa

(2) Warga negara yang secara sukarela menjadi anggota Perlindungan Masyarakat berhak tetap di
dalam bidang pengabdian atau pekerjaannya.

(3) Ketentuan-ketentuan tentang Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 25

Warga negara yang telah menydesaikan pengabdiannya dadam suatu bentuk pengikutsertaan dalam
pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud pasd-pasd ddam bab ini, berdasarkan jasa-
jasanya dapat dianugerahi tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan sebagal Veteran Republik
Indonesayang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.
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BAB IV
ANGKATAN BERSENJATA

Pasal 26

Angkatan Bersenjata mempunya fungs sebagal kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai
kekuatan sogal.

D)
(2

D)

(2

Pasal 27

Angkatan Bersenjata sebagal kekuatan pertahanan keamanan negara addah dat negara yang
melasanakan fungs sebagaimana dimaksud 12 undang-undang ini.

Daam meaksanakan fungs sebagaimana dimaeksud ayat (1) pasd ini, Angkatan Bersenjata
memelihara dan meningkatkan kemampuan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
lainnya yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, laut, udara serta penertiban dan
penyelamatan masyarakat.

Pasal 28

Angkatan Bersenjata sebagal kekuatan sodd bertindak sdlaku dinamisas dan stabilisator yang
bersama-sama kekuatan sosd lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan
menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengis kemerdekaan serta meningkatkan kesgjahteraan
bagi seluruh rakyet Indonesia.

Daam mdaksanekan fungs sebagaimana dimeksud ayat (1) pasd ini Angkatan Bersenjata
diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasiond dengan
ikut serta ddam pengambilan keputusan mengenal masdlah kenegaraan dan pemerintahan,
mengembangkan demokras Pancadla dan kehidupan kongtitusiona berdasar Undang Undang
Dasar 1945 ddam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional.

Pasal 29

Angkatan Bersenjataterdiri atas:

a TentaraNasond Indonesa Angkatan Darat beserta cadangannya;
b. TentaraNasond Indonesia Angkatan Laut beserta cadangannya;
c. TentaraNasond Indonesa Angkatan Udara beserta cadangannya;
d. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1)

Pasal 30

TentaraNadond Indonesia Angkatan Darat bertugas:

a sdaku penegak kedaulatan negara di darat mempertahankan keutuhan wilayah daratan
nasiona bersamaan dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara  lainnya;

b. mengembangkan potens nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di daratan;

¢. menjamin keamanan segaa usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf
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2

©)

(4)

(1)
2

1)
2

adan huruf b ayat (1) pasdl ini.

TentaraNasona Indonesia Angkatan laut bertuges:

a Sdlaku penegak kedaulatan negara di laut mempertahankan keutuhan seluruh perairan dalam
yurisdiks nasond serta melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama- sama

dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya;

b. mengembangkan potens nasond menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di bidang
maritim;

c. menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud
huruf adan huruf b ayat (2) pasd ini.

TentaraNasond Indonesia Angkatan Udara bertugas :

a sdaku penegak kedaulatan negara di udara mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara
nasona bersama-sama dengan segengp komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
lainnya;

b. mengembangkan potens nasond menjadi kekuatan pertéhanan keamanan negara di
dirgantara;

¢. menjamin keamanan segaa usaha dan kegiatan dalam rangka hal sebagaimana dimaksud huruf

adan huruf b ayat (3) pasdl ini.

Negara Republik Indonesia bertugas :

a sdaku dat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan
bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya
membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat;

b. melaksanakan tugas kepolisan sdaku pengayom daam memberikan perlindungan dan
pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondis yang menunjang tersslenggaranya usaha
dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Pasal 31

Angkatan Bersenjata dapat dikerahkan untuk melaksanakan tugas-tugas perdamaian internasondl.
Pelaksanaan ketentuan pasdl ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BABV
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA
BUATAN SERTA PEMBINAAN PRASARANA NASIONAL BAGI
PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 32

Pengamanan sumber daya alam dan sumber daya buatan dilaksanakan dengan konservas dan
diversfikas serta didayagunakan bagi kepentingan pertahanan keamanan negara

Pengembangan sumber daya dam dan sumber daya buatan daam rangka pendayagunaannya
dilakukan dengan :
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a mendayagunakan sumber daya dam dan sumber daya buatan yang bernila Srategis, dengan
jdan mengelolanya menjadi cadangan materiil grategis untuk mencukupi kebutuhan dalam
jangka waktu tertentu pada keadaan darurat;

b. menentukan dan atau menetgpkan cadangan materid strategis ddam rangka mewujudkan
gstem logistik wilayah di daerah-dagrah sesua dengan persyaratan dan tuntutan upaya
pertahanan keamanan negarg;

Pengamanan sumber daya dam dan sumber daya buatan dalam rangka pendayagunaannya bagi

kepentingan penyeenggaraan pertahanan keamanan negara dilakukan dengan :

a mengkonservaskan sumber daya dam dan sumber daya buatan yang bernila srategis untuk
dapat didayagunakan data jangka panjang;

b. mengembangkan dan mewujudkan divergfikas sumber daya dam dan sumber daya buatan
yang bernilal strategis.

Pasal 33

Pembinaan prasarana nasond bagi pertahanan keamanan negara disdenggarakan untuk

mengurangi ketergantungan dari luar negeri meldui :

a pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa dihubungkan dengan
peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara;

b. pengamanan dan pendayagunaan prasarana psikis sebagal has|l perkembangan budaya bangsa

di bidang politik, ekonomi dan sosal budaya, ddam rangka mendukung kelestarian upaya

pertahanan keamanan negarg;

C. pengamanan dan pendayagunaan prasaranafisk, sebaga hasl pertumbuhan ekonomi,  indugtri

dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi bangsa, dalam rangka meningkatkan hasl

guna dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

Pembinaan sarana dan prasarana figk, dadam rangka penyigpan dan pendayagunaannya bagi

pertahanan keamanan negara dilaksanakan secara berangsur guna mengurangi ketergantungan dari

luar negeri melalui:

a pembangunan sarana dan prasarana ekonomi yang sdau dikaitkan serta disesuaikan dengan
kepentingan pertahanan keamanan negara;

b. pembangunan sarana dan prasarana indugtri dengan senantiasa menghubungkannya dengan
upaya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara;

C. pembangunan industri yang dapat dikonverskan maupun ditransformaskan menjadi bagian
tidak terpisah dari kemampuan produks perdatan dan perlengkapan pertahanan keamanan
negara,

d. pembangunan prasarana dan peningkatan kemampuan angkutan darat, angkutan laut,
angkutan udara dan sstem komunikas eektronika dengan senantiasa mempertimbangkan
persyaratan dan tuntutan upaya pertahanan keamanan negara;

e. pembangunan indudri pertanian dan industri pertambangan serta prasarananya dengan
senantiasa mempertimbangkan persyaratan dan tuntutan upaya pertahanan keamanan negara.
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Pasal 34

Pelaksanaan pasd-pasd dalam bab ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.

D)
(2

©)
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BAB VI
PENGELOLAAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 35

Pengelolaan pertahanan negara dilakukan secara nasonal dan ditujukan untuk menjamin serta
mendukung kepentingan nasona dan semua kebijaksanaan nasional.

Presden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasiond Indonesia Angkatan Darat, Tentara
Nasiond Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia maupun atas pengelolaan pertahanan keamanan negara

Presden menetgpkan kebijaksanaan pertahanan keamanan negara dengan dibantu oleh Dewan
Pertahanan Keamanan Nasiond, yang menyelenggarakan pendaahan ketahanan nasional aspek
keamanan nasiond.

Dewan Pertahanan Keamananan Nasiond dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Presden dgpat membentuk badan-badan yang diperlukan dalam melaksanakan kewgjiban
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasd ini.

Pasal 36

Daam mdaksanakan pengelolaan pertahanan keamanan negara, Presden dibantu seorang
Menteri.

Menteri menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara dan upaya
mendayagunaan sumber daya nasond yang tersedia untuk kepentingan pertahanan keamanan
negara

Departemen yang membidangi pertahanan keamanan negara bekerja sama dengan departemen dan
ingans pemerintah lainnya guna menyusun dan melaksanakan rencana strategi dalam rangka
pengelolaan pertahanan keamanan negara.

Pasal 37

Daam mdaksanakan kewenangan komando penydenggaraan pertahanan keamanan negara,
Presden dibantu oleh Panglima Angkatan Bersenjata

Panglima Angkatan Bersenjata memimpin Markas Besar Angkatan Bersenjata dalam
meaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata.
Panglima Angkatan Bersenjata melakukan pembinaan dan penggunaan segenap komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara sesua dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Panglima Angkatan Bersenjata bersamarsama Kepda Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia membantu Menteri dadlam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang
administras pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.
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Pasal 38

Tentara Nasonal Indonesa Angkatan Darat, tentara Nasond Indonesa Angkatan laut dan
TentaraNasona Indonesia Angkatan Udara masing-masing dipimpin oleh Kepada Staf Angkatan.

Kepda Staf Angkatan memimpin Markas Besar Angkatan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab atas pembinaan kemampuan Angkatan.

Kepda Staf Angkatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud ayat (2) pasd ini
bertanggung jawab kepada Panglima Angkatan Bersenjata

Pasal 39

Kepolisian Negara Republik 1ndonesia dipimpin oleh Kepaa Kepolisan Republik Indonesia.

Kepda Kepolisan Republik Indonesa memimpin Markas Besar Kepolisan Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jaweb atas :

a penyddenggaraan kegiatan operational kepolisan dalam rangka pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) undang-undang ini;

b. pembinaan kemampuan Kepolisan Negara Republik Indonesa.

Kepda Kepolisan Republik Indonesa daam meaksanakan tugas dan tanggungjawab

sebagaimana dimaksud pada:

a aya (2) huruf apasal ini, bertanggung jawab kepada Menteri;

b. ayat (2) huruf b pasal ini, bertanggung jawab kepada Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 40

Presden menyatakan berlakunya keadaan bahaya untuk seluruh wilayah negara ataupun sebagian
dari padanya sesua dengan intendtas ancaman yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat
atau kelangsungan hidup bangsa dan negara serta keutuhan wilayah maupun persatuan dan
kesatuan nasond.

Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasd ini diatur lebih lanjut berdasarkan undang-undang.

Pasal 41

Dengan persetujuan Dewan Perwekilan Rakyat, Presden memaklumkan perang atau membuat
perdamaian.

Daam hal dimaklumkan perang, maka pemerintahan negara disdenggarakan berdasarkan undang-
undang.

Pasal 42

Mobilisas dan demobilisas diatur dengan undang-undang.
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BAB VII
HUKUM MILITER

Pasal 43

(1) Hukum Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan
keamanan negara dan diatur Iebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.

(2) Angkatan Bersenjata mempunya peradilan tersendiri, dan komandan-komandan mempunyal
wewenang penyerahan perkara sesua dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 44
Pembiayaan pertahanan keamanan negara diatur daam Anggaran Pendapatan dan Bdanja Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Organisas atau badan yang merupakan unsur penyelenggara pertahanan keamanan negara yang
sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai diubah atau diganti
dengan organisas atau badan baru sesual dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Segda ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aau berhubungan dengan
penyelenggaraan fungs pertahanan keamanan negara yang sudah ada pada saat mulai berlakunya
undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang ini dan slama tidak diganti dengan peraturan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang ini.

(3) Dengan dimasukkannya Kepolisan Negara Republik Indonesa di dalam jgaran Angkatan
Bersenjata dan dibina daam lingkungan departemen yang membidangi pertahanan keamanan
negara, maka ketentuan-ketentuan dadam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisan Negara Republik Indonesia, sepanjang belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan lain dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap
berlaku selama belum diganti dengan undang-undang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang bdum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dengan peraturan perundang-
undangan tersendiri.
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Pasal 47

Undang-undang ini dapat dissbut "Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara' dan mula berlaku
pada saat diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Disahkan di Jekarta
padatanggd 19 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta

padatangga 19 September 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUDHARMONGO, SH.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1982
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

UMUM

1. Daam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki
daam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap
ancaman dari luar negeri serta tanpa mampu menjamin keamanan terhadap ancaman dari dalam
negeri, sesuatu negara tidak akan dapat mempertahankan hidupnyaBangsa Indonesa yang
memproklamasikan kemerdekaannya pada tangga 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela
serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsanya
berdasar Pancasla dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pandangan hidup bangsa Indonesa tentang pertahanan keamanan negara sebagaimana ditentukan
ddam Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, iaah:
a kemerdekaan adadlah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjgjahan di atas dunia harus

dihapuskan karenatidak sesual dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;

b. pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan saluruh tumpah darah Indonesia,
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memgukan kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosd;

menjadi hak dan kewgjiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
bumi dan ar dan kekayaan dam yang terkandung diddamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

. Dari pandangan hidup tersebut jeladah bahwa bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan
keamanan negaranya menganut pringp
a bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib membea serta mempertahankan kemerdekaan negara

b.

yang telah diperjuangkannya, yang meliputi segenap rakyat |ndonesa dan sduruh tumpah darah
Indonesia. Oleh sebab itu tidak sgjengkalpun wilayah Republik Indonesia yang boleh jatuh ke
tangan asng; termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta yang tercakup dalam
yurisdiks nasond;

bahwa upaya pembeaan bagi pertahanan keamanan negara merupakan tanggung jawab dan
kehormatan setigp warga negara Oleh sebab itu tidek seorang warga negargpun boleh
dihindarkan dari kewgjiban ikut serta dalam pembedaan negara, kecudi ditentukan dengan
undang-undang.

Selain itu, dalam pringp ini terkandung pula pengertian bahwa upaya pertahanan keamanan
negara harus dilakukan berdasarkan asas keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan
kemenangan dan tidek kena menyerah, serta tidek mengandalkan pada bantuan atau
perlindungan negara dan atau kekuatan asing;
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c. bahwa bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetgpi lebih cinta pada kemerdekaan dan
kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesa perang adalah tindakan tidak berperikemanusiaan, tidak
sequa dengan martabat manusa. Walaupun demikian bangsa Indonesa menyadari, bahwa
gruktur politik dunia dengan berbagai kepentingan nasona dan ideologi yang sdling
bertentangan, tidek sanggup secara pasti dan berlanjut untuk mencegah pecahnya perang,
setidak-tidaknya untuk jangka waktu yang lama Oleh karena itu bangsa Indonesia menyadari
hak dan kewgjibannya untuk ikut serta dalam setiap usaha perdamaian.

Daam hubungan itu penyeesaian pertikaian atau pertentangan yang mungkin timbul antara
Indonesia dengan bangsa lain akan sdlalu diusahakan mdaui cara-cara damai. Bagi bangsa
Indonesia perang addah jaan terakhir dan hanya dilakukan bila ssmua usaha penyelesaian secara
damai telah ditempuh dan ternyata tidak membawa hasil.

Perang hanya dilakukan daam keadaan terpaksa untuk mempertahankan kemerdekaan,
kedaulatan serta kepentingan nasional dan sedapat mungkin diusahekan agar wilayah nasond
tidak menjadi gang perang. Pringp ini sekaigus memberi gambaran tentang pandangan bangsa
Indonesiatentang perang dan damai;

d. bahwa bangsa Indonesia menentang segala macam penjgahan daam berbaga bentuk dan
penampilannya dan menganut politik bebas aktif. Oleh karena itu pertahanan keamanan negara
keluar bergfat defendf aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspangif dan ssjauh kepentingan
nasona tidak terancam, tidak akan mulai menyerang; sedangkan kedalam bersifat preventif aktif
yang berarti sedini mungkin mengambil langkah dan tindakan guna mencegah dan mengatas
setigp kemungkinan timbulnya ancaman dalam bentuk apapun dari dalam negeri. Atas dasar
gkap dan pandangan ini, bangsa Indonesa tidak membenarkan dirinya terikat atau ikut serta
dalam suatu ikatan pertahanan keamanan dengan negara lain.Kerjasama di bidang pertahanan
keamanan guna meningkatkan kamampuan dan keterampilan serta operas  keamanan
perbatasan,tidak merupakan suatu ikatan pertahanan keamanan;

e. bahwa bentuk perlawanan rakyat Indonesa dalam rangka membela serta mempertahankan
kemerdekaan bersfat kerakyatan dan kesemestaan, yang berarti mdibatkan seluruh rakyat dan
segengp sumber daya nasond serta prasarana nasond juga bersfat kewilayahan, daam arti
suruh wilayah negara merupakan tumpuan perlavanan. Perlawanan rakya semesta
dilaksanakan sesual dengan perkembangan zaman.

3. Sgarah perkembangan bangsa Indonesa membuktikan, bahwa bangsa | ndonesa dalam membela
dan mempertahankan kemerdekaan senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan
suruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasb dan sepenanggungan serta skap rela
berkorban untuk tanah ar. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa tumpuan perlavanan
bangsa Indonesia ddam menghadapi musuh adalah pada rakyat, dan karenanya peranan rakyat
dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara merupakan faktor yang sangat
menentukan.

Rakyat Indonesia adalah pguang, sedangkan Angkatan Bersenjata yang tumbuh dan terdiri atas
segengp lapisan dan golongan rakyat pguang addah prgurit pguang yang seldu berjuang
bahu-membahu dengan rakyat. Oleh karena itu semangat perjuangan yang berwujud
manunggalnya Angkatan Bersenjata dengan rakyat tidak pernah pudar. Asas kekduargaan
melandas kemanunggalan Angkatan Bersenjata dengan rakyat yang melahirkan tanggung jawab
bersama dalam pengabdian mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga sgiak semula perjuangan
Angkatan Bersenjata dan rakyat tidek hanya meliputi bidang pertahanan keamanan negara,
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melainkan juga bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosa budaya. Ha tersebut meahirkan,
menumbuhkan dan mengembangkan Angkatan Bersenjata sebaga kekuatan pertahanan
keamanan negara dan sebagal kekuatan sosd.

4. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air
Indonesa sebagal satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang
mencakup politik,ekonomi, sodal-budaya dan pertahanan keamanan. Mengingat bentuk dan letak
geogréfis Indonesa yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, dan
mempunyal letak equatorial beserta segala sifat dan corak khasnya, maka implementas nyata dari
Wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan.
Redlisas penghayatan dan pengisan Wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah
nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolanya, sedangkan dilain
pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik IndonesiaUntuk dapat memenuhi tuntutan
itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potens pertahanan keamanan negara harudah sedini
mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh.Kesatuan pertahanan
keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah mangpun pada
hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara

5. Ketahanan Nasional merupakan kondis dinamis suatu bangsa yang beris keuletan dan ketangguhan,
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasond, di ddam menghadapi dan
mengatas segala ancaman, balk dari luar negeri maupun dari dalam negeri dalam bentuk apapun,
yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup
bangsa dan negara serta mencgpa tujuan perjuangan nasondnya Keberhasilan pembangunan
nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesgahteraan nasona sangat tergantung pada hasl
upaya pertahanan negara yang berwujud sabilitas nasiona yang dinamis.

Di lain pihak, upaya pertahanan keamanan negara juga hanya bisa berhasl dengan bak gpabila
didukung oleh upaya kesgahteraan nasond.Oleh karena itu, betapapun pentingnya mendahulukan
pembangunan nasond untuk perbaikan taraf hidup rakyat, tidak boleh diabaikan upaya menciptakan
suasana lingkungan yang tata tentram.

Konseps ketahanan nadond Indonesia pada hekikatnya addah konseps pengaturan dan
penyelenggaraan kesgahteraan dan keamanan yang tata tentram kerta raharja di dalam kehidupan
nasional yang berdasar Pancadla dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasl upaya dalam bidang
kesgahteraan nasional menciptakan suasana kehidupan yang kerta raharja, disertal hasil upaya yang
seras ddam bidang keamanan nasiond yang menciptakan suasana lingkungan yang tata tentram,
memberikan kemampuan kepada bangsa Indonesa untuk dapat memelihara kelangsungan hidup di
ddam lingkungan yang penuh dengan tantangan.

Bertitik tolak dari makna ketahanan nasona inilah, bangsa Indonesa membangun kemampuan
nasonalnya semata-mata untuk menjamin tetgp tegaknya kemerdekaan bangsa dan kedaulatan
negara serta memiliki kemampuan meaksanakan kewgjibannya dalam kehidupan antar bangsa dan
bukan untuk digunakan sebagal sarana ddam politik adu kekuatan antar negara Dalam rangka
ketahanan nasond pemdiharaan dan peningkatan ketahanan di bidang pertahanan keamanan
menjadi upaya pertahanan keamanan negara
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6. Ddam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ditetapkan, Pemerintah Negara
Republik Indonesa berkewgjiban untuk melindungi segenap bangsa dan sduruh tumpah darah
Indonesa, memgukan kesgahiteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosd. Berdasarkan ketentuan itu dapat ditarik kesmpulan, bahwasanya melindungi segenap bangsa
dan sduruh tumpah darah Indonesia dari setigp bentuk ancaman dari luar negeri dan dari dalam
negeri pada hakikatnya merupakan sdah satu fungs pemerintahan negara Ruang lingkup dari
pertahanan keamanan negara tersebut tidak bisa lain harus mencakup upaya pertahanan untuk
menangkal dan mengatas segda bentuk ancaman dari luar negeri dan upaya keamanan untuk
mencegah dan mengatas setigp ancaman dari ddam negeri. Perkembangan kemguan ilmu
pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pola dan bentuk konflik sehingga membuat spektrum
konflik menjadi sangat luas. mulai dari perang dingin diujung yang satu sampai perang totd diujung
yang lain, yang kesduruhannya mencakup segenap bidang kehidupan.

Ha yang demikian menjadikan segenap bidang kehidupan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga

mempengaruhi bentuk ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Perkembangan perang dewasaini

sering memanfaatkan unsur dan keadaan dalam negeri, karenanya upaya pertahanan dan upaya
keamanan merupakan upaya dalam satu sistem yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dari sgjarah perjuangan bangsa dan perkembangan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

sdama ini dapat digsmpulkan, bahwa dibidang pertahanan keamanan negara ancaman yang harus

ditangkd dan diatas addah:

a ancaman terhadap kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara Republik 1ndonesia dalam bentuk
agres Bdandake-| danke-11

b. ancaman terhadap Negara Kesastuan Republik Indonesia dalam bentuk antara lain gerakan
federalis dan gerakan separatis Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Pemberontakan Andi Azis,
Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusoner Republik Indonesia/Perjuangan
Semesta (PRRI/PERMESTA), Papua Merdeka;

C. ancaman terhadap ideologi negara Pancasla dalam bentuk antara lain Peristiva Madiun 1948
(PKI), Darul Idam/Tentara Idam Indonesia (DI/TI1), Gerakan 30 September Parta Komunis
Indonesia( G-30-S/PKI) dan gerakan ekstrim lain-lainnya;

d. ancaman terhadagp Undang-Undang Dasar 1945 dadam bentuk usaha penyelewengan atau
penyimpangan, peniadaan dan penggantian.

Berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia dan kenyataan sgjarah tersebut, meka tujuan utama

pertahanan keamanan negara addah untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik

Indonesa berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap setigp ancaman dari luar

negeri maupun dari dalam negeri, dan tercapainya tujuan nasondl.
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7. Upaya bangsa Indonesia dadlam menydenggarakan pertahanan keamanan negara diawai dengan
tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik 1ndonesa berdasarkan Proklamas 17 Agustus 1945.
Sgak pada awal detik proklamas itu, upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara
dilaksanakan secara spontan oleh sduruh rekyat Indonesa dengan semangat juang yang
berkobar-kobar disertai kerelaan berkorban, demi tetep tegaknya Negara Proklamas 17 Agustus
1945. Landasan bagi upaya penydenggaraan pertahanan keamanan negara semata-mata adalah
kongtitus Negara Proklameas itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Bab X1l Pasd 30 dan
tekad bangsa Indonesia untuk menjamin tetgp tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesa
Mengiringi spontanitas dan semangat juang masyarakat bangsa Indonesia itu, Pemerintah Republik
Indonesa menata dan mewadahi, mengerahkan serta mengendalikan penyeenggaraan upaya
pertahanan keamanan negara dan atas dasar itu dirumuskan suatu konseps Perlawanan Rakyat
Semedta yang mengandung arti kesadaran, tekad, skap dan pandangan rakyat Indonesa untuk
melawan dan menghancurkan setigp bentuk ancaman.

Tatanan, wadah dan arah kendali dari penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara secara
berkesnambungan telah dikembangkan oleh Pemerintah dan rakyat Indonesa. Kekut sertaan
suruh rekyat Indonesa secara oontan dalam penydenggaraan upaya pertahanan keamanan
negara, sgak awa kemerdekaan negara Republik Indonesia membuktikan bahwa rakyat adalah
sumber kekuatan dalam sstem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Sigem ini merupakan
penjabaran dan Perwujudan dari Bab XIl Pasd 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan
Perlawanan Rakyat Semesta merupakan hakikat dari pertahanan keamanan negara Bertumpu dan
bersumber pada landasan kongtitusiondl tersebut serta berbekd pengalaman upaya bangsa Indonesia
menyelenggarakan pertahanan keamanan negara, bak pada kurun waktu perang kemerdekaan
pertama dan kedua, penghancuran serta penyelesaian gerombolan-gerombolan  pemberontak
termasuk gerombolan Trikora dan Dwikora, dapat dismpulkan bahwa sstem pengikutsertaan
warga negara daam pertahanan keamanan negara meliputi dua komponen :

a Komponen Rakyat yang terdiri atas

1) Kelaskaran, yang kemudian ditertibkan dan dikembangkan,yaitu bagi mereka yang memenuhi
persyaratan diterima menjadi anggota Tentara Nasond Indonesia sedangkan lainnya menjadi
anggota Barisan Cadangan atau disebut Barisan,pada periode Perang Kemerdekaan ke-l;

2) Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk Mobilisass Pelgar(Mobpe) sebaga bentuk
perkembangan dari Barisan Cadangan dalam periode Perang Kemerdekaan ke-I1;

3) Organisad Keamanan Desa (OKD) dan Organisas Perlavanan Rakyat (OPR), sebaga
bentuk kdlanjutan Pager Desa, yang dikembangkan pada periode 1958-1960;

4) Pertahanan Sipil, Perlawanan dan Keamanan Rakyat termasuk Resmen Mahasiswa, sebagal
bentuk kelanjutan dan penyempurnaan Organisaes Keamanan Desa/Organisas Perlawanan
Rakyat,sgak tahun 1961,

5) Perwira Cadangan yang dibentuk sgak tahun 1963.

b. Komponen Angkatan Bersenjata yang terdiri atas:
1) Tentara Nasiond Indonesia, sebagal hasl pengembangan dan penyempurnaan secara berangkal
dan berturut-turut sebagai berikut:

a) Badan Keamanan Rakyat sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang
dibentuk pada bulan Agustus 1945, merupakan bentuk embrional dari Tentara;

b) Tentara Keamanan Rakyat, yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 dan kemudian
diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat;
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¢) TentaraRepublik Indonesia, yang dibentuk pada bulan Januari 1946;

d) Tentara Nasional Indonesa yang mengintegraskan Tentara Republik Indonesia dan anggota
Kelaskaran yang memenuhi persyaratan pada bulan Juli 1947.

2) Kepoligan Negara Republik Indonesa sebagai hasll proses perkembangan, secara berangkal dan
berturut-turut sebagal berikut :

a mula-mula merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri sampai dengan 1 Juli 1946;

b) kemudian dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 ditetgpkan sebaga Angkatan
Bersenjata pada tahun 1961 sesudah medui bentuk Jawatan yang berdiri sendiri dibawah
Perdana Menteri sgiak 1 Juli 1946 dan kemudian menjadi Departemen pada tahun 1959;

C) sebagal Angkatan Bersenjata yang sgjgar dan sedergjat dengan Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara sgjak tahun 1964.

. Berdasarkan jiwa Pembukaan dan Bab XII Pasd 30 Undang-Undang Dasar 1945, pertahanan
keamanan negara Republik 1ndonesa diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat
samedta, dengan pengerahan segenap warga negara berdasarkan hak dan kewgjibannya secara
terpadu, adil dan merata dan di bawah pimpinan Pemerintah.Perwujudan penyelenggaraan
pertahanan keamanan negara dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan medui
upaya
a memasyarakatkan upaya pertahanan keamanan negarg;
b. menegakkan hak dan kewgjiban warga negara dalam upaya bela negarg;
c. mengamankan dan mendaya gunakan sumber daya nesond dan prasarana nasona untuk
kepentingan pertahanan keamanan negara.
. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang sdama ini mengatur
penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sudah tidek lagi sesua dengan perkembangan
ketatanegaraan Republik Indonesia, pertumbuhan Angkatan Bersenjata, serta perkembangan
persyaratan pertahanan keamanan negara. Waaupun demikian terdapat beberapa materi pokok
yang masih sesual dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, diantaranya yang berhubungan
dengan pandangan bangsa tentang pertahanan keamanan negara yaitu pertahanan rakyat dan sstem
kekutsertaan warga negara dalam pertahanan negara yang meliputi Pendidikan Pendahuluan
Pertahanan Rakyat (PPPR), Wajib Latih (Wala) dan Angkatan Perang yang terdiri dari anggota
sukardla dan anggota wgjib, dengan berbagal penyesuaian tertentu.
Materi pokok yang sudah tidek sesua lagi dengan perkembangan keadasan dan kebutuhan
diantaranya addah dasar-dasar, pengelolaan pertahanan negara yang dilandas paham demokras
liberal yang diambil dari Sstem kongtitus pada saat undang-undang tersebut ditetapkan. Oleh sebab
itu materi pokok yang berhubungan dengan susunan dan pimpinan pertahanan antara lain mengenal
pertanggungjawaban Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sudah tidak mungkin diterapkan
ddam dsem Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diddam Undang-undang tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dikembangkan
penjabaran berbagai ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpangka tolak
pada jiwa Pembukaan dan Bab XII tentang Pertahanan Negara serta Pasd 30 yang dihubungkan
dengan Pasal 10, Pasal 11, Pasd 12 Undang-Undang Dasar 1945. Sdanjutnya, masih terdapat
materi pokok tentang penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang belum sepenuhnya diatur
daam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 dan perlu disempurnakan pengaturannya antara lain :

a Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 ternyata hanya mengatur tentang Angkatan Perang yang
terdiri dari Angkatan Darat,Angkatan Laut dan Angkatan Udara, pendidikan pendahuluan
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pertahanan rakyat serta wgib latih bagi rakyat; dengan demikian maka undang-undang tersebut
smaamaa mengatur sumber daya manusa sga Sedangkan ddam penyelenggaraan
pertahanan keamanan negara perlu diamankan dan didayagunakan segenap unsur sumber daya
nasona dan prasarana nasond, bak prasaranafisk maupun prasarana pskis secara terpadu dan
terarah.

Daam katannya dengan Pasal 31 dan Pasd 33 Undang-Undang Dasar 1945, unsur-unsur
sumber daya nasonal perlu diatur pengelolaan dan pendayagunaannya secara dini, baik pada
masa damai,maupun dalam keadaan darurat, agar dapat diperoleh hasl guna bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat dengan tidak mengabaikan kepentingan pertahanan keamanan negara
Dengan demikian ddlam undang-undang ini diatur penunaian hak dan kewgjiban warga negara
untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara di dalam bentuk pengikut sertaan semenjak masa
persgpan yang dilaksanakan secara dini sampa pendayagunaannya ddam penyelenggaraan
tugas-tugas pertahanan keamanan negara; dalam pada itu diatur pula pokok-pokok pembinaan
dan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimeksud Pasd 33 Undang-Undang Dasar
1945;

. Daam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tidek terdepat ketentuan tentang Kepolisan
Negara Republik Indonesia yang sgiak awal tahun 60-an telah dimasukkan menjadi bagian tidak
terpisah daam Angkatan Bersenjata;

. Berdasarkan kongtitus yang berleku pada saat itu, ddam Undang-undang Nomor 29 Tahun
1954 tidak dikenal pengertian dan kedudukan Angkatan Bersenjata sebagal kekuatan sosid yang
telah memiliki landasan kongtitusona sgak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar
1945 dan sebagaimana tdah disshkan dengan Ketetapan Madis Permusyawaratan Rakyat
Nomor 1V/MPR/1978.0leh karena itu peranan Angkatan Bersenjata balk sebagal komponen
utama kekuatan pertahanan keamanan negara maupun sebaga unsur kekuatan sosd
swgarnydah mendapat  kedudukan yang jdas ddam Undang-undang tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesa, sehingga
memperoleh landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagal
penuangan ketentuan Garis-garis Besar Haluan Negara:,

. Sgadan dengan maksud ketentuan Pasd 17 Undang-Undang Dasar 1945, meka Menteri
merupakan pembantu Presden, yang memimpin suatu departemen sebaga penyelenggara
kebijaksanaan serta pembina pertahanan keamanan negara. Jabatan Menteri yang membidangi
pertahanan keamanan negara tersebut dengan demikian, bukanlah merupakan jabatan politik
belaka, melainkan jabatan yang memerlukan persyaratan yang harus menguasai dan mengetahui
sluk beluk hal-hal yang mengenal lingkungan pekerjaannya. Dalam padaitu kedudukan Presiden
sequa dengan Undang-Undang Dasar 1945 berarti, memegang kekuasaan yang tertinggi dalam
penydenggaraan komando dan pengelolaan atas Angkatan Bersenjata Mengingat bahwa tugas
kewgiban Presden demikian luas dan beraneka ragam, sedangkan tugas penyelenggaraan
komando Angkatan Bersenjata menuntut perhatian yang berlanjut dan berkesinambungan, maka
ditetgpkan jabatan Panglima Angkatan Bersenjata yang bertanggungjawab langsung kepada
Presden untuk menjdankan tugas komando dan pengenddian kekuatan serta kemampuan
Angkatan Bersenjatag;
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e. Hak dan kewgiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara sebagaimana tercantum
dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya sudah merupakan kebudayasan
bangsa Indonesia selama berabad-abad sebagaimana diketahui dari sgarah tanah air dan bangsa
Indonesia masa lampau. Dalam undang-undang ini hak dan kewgjiban tersebut dijabarkan melaui
gstem keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukardla atau secara wajib,keanggotaan
Cadangan Tentara Nasiondl Indonesa secara sukarela atau secara wajib, keanggotaan Rakyat
Terlatih secarawajib dan keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukardla;

f. Maka demi terlaksananya ketentuan yang terkandung dalam Pembukaan dan Pasal 30 Undang-
Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1978
perlu dijabarkan ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara yang mencerminkan
ciri-ciri demokras dalam penyelenggaraan pertahanan keamananan negara dengan melibatkan
segengp sumber daya nasional dan segengp prasarana psikis maupun prasarana fisk daam satu
gstem pertahanan keamanan rakyat semesta.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jeas.

Pasal 2

Rakyat Indonesia sebagal potens bangsa dan modal dasar bagi pembangunan kekuatan pertahanan
keamanan negara harus dikembangkan menjadi kekuatan bangsa Setigp komponen kekuatan
pertahanan keamanan negara berasal dari rakyat, dikembangkan oleh rakyat dan berjuang untuk rakyat
dengan jdan pengikut sertaan yang adil dan merata.

Pasal 3

Mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam sgarah perjuangan bangsa Indonesa telah berulang kali terancam bahaya, maka tujuan
pertahanan keamanan negara perlu secara tegas ditentukan untuk menjamin tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik 1ndonesa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap setiap
ancaman balk dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasondl.
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Pasal 4

ayet (1)

Sepanjang sgarah perjuangan bangsa Indonesia sgiak perang kemerdekaan telah berulang kali terbukti
kebenaran dan keampuhan perlawanan rakyat semegta daam menjamin tetagp tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancadla dan Undang-Undang Dasar 1945, karena dilandas
keyakinan akan kekuatan sendiri,keyakinan akan kemenangan dan tidak mengena menyerah.

ayat (2)

Perlavanan rakyat semesta disslenggarakan dengan sstem pertahanan keamanan rakyat semesta
sehingga seluruh rakyat dan wilayahnya serta segenap sumber daya nasional dan prasarana nasond
disusun, digerakkan dan dipimpin oleh Pemerintah ddam mewujudkan daya tangka yang efektif
dengan hasl| gunayang optimal.

Pasal 5

Ketiga fungs pertahanan keamanan negara, dalam pasal ini, berintikan perwujudan ketahanan nasond
terutama dibidang mentd ideologi,keterpaduan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan
negara secara fisk yang manunggd dengan rekyat dan keutuhan wilayah nusantara beserta yurisdiks
nasonanya sebaga satu kesatuan pertahanan keamanan negara. Perwujudan fungs tersebut di atas
dimaksudkan agar mampu menghadapi ancaman pada masa kini dan pada masa mendatang untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia beserta kepentingan nasionalnya bagi
tercapainya tujuan nasional.

Pasal 6
Cukup jeas.

Pasal 7
Cukup jeas.
Pasal 8

Sfa kerakyatan, kesemetaan dan kewilayahan addah berdasarkan azas kekduargaan dan
kegotongroyongan, serta pengalaman sgarah perjuangan bangsa Indonesa dan perkembangan cara-
cara berperang yang bersgifat total dalam arti subyek,obyek maupun metodanya. Seluruh potens dan
kekuatan ideologi,politik,ekonomi, sosd-budaya dan pertahanan keamanan disusun, dikerahkan dan
digerakkan secara terpimpin, terkoordinas, dan terintegras, baik pada lingkup nasond maupun
internasond.
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Pasal 9
huruf a

Mempersenjatal secara pgkis dengan ideologi Pancasila diwujudkan dengan meleksanakan Eka
Prasstya Pancakarsa ddam masyarakat Indonesia secara luas dan menyduruh sebaga ikhtiar
menanamkan kecintaan pada bangsa dan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia,serta
menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewgjiban serta tanggung jawab setigp warga negara. Untuk itu
maka disslenggarakan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sgjak dari pendidikan dasar sampa
perguruan tinggi. Sebagal ikhtiar untuk mempersenjatal masyarakat secara fisk dengan keterampilan
bela negara dilaksanakan pendidikan Rekyat Terlatin atau Wagib Prabakti dan setelah sdesa
pendidikannya bertugas dalam Wajib Bakti yang disusun ddam satuan Rakyat Terlatih.

huruf b

Memdlihara kemanunggalan Angkatan Bersenjata termasuk anggota Cadangan Tentara Nasond
Indonesa dalam dinas aktif sebaga kekuatan pertahanan keamanan negara dengan sduruh rakyat
sehagal sumber kekuatan yang senantiasa bahu membahu dalam penyelenggaraan  pertahanan
keamanan negara maupun pelaksanaan pembangunan bagi peningkatan kesgahteraan bangsa secara
menyeluruh. Kemanunggalan ini untuk mencapa tujuan hakiki yaitu persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesiayang merupakan daya dan kekuatan tangka bangsa Indonesia.

Pasal 10

Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, kekuatan pertahanan keamanan negara disusun
dalam kekuatan Rakyat Terlatih, Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasond Indonesa,
Perlindungan Masyarakat serta sumber daya dam,sumber daya buatan dan prasarana nasional untuk
mewujudkan daya dan kekuatan tangka menghadapi segala bentuk ancaman, sesual dengan peranan
masng-masng sebaga komponen dasar, komponen utama, komponen khusus dan komponan
pendukung.

Pasal 11

Y ang dimaksud dalam ketentuan ini dengan fungs yang dilaksanakan Rakyat Terlatih addah :

a fungs Ketertiban Umum, guna memelihara ketertiban masyarakat, kdlancaran roda pemerintahan
dan segenap perangkatnya serta kelancaran kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup,

b. fungs Perlindungan Rakyat, guna menanggulangi gangguan ketertiban hukum maupun gangguan
ketenteraman masyarakat;

c. fungs Keamanan Rakyat, guna menanggulangi dan atau meniadakan gangguan keamanan
masyarakat atau subvers yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan;

d. fungs Perlawanan Rakyat, guna menghadapi atau menanggulangi dan menghancurkan musuh yang
hendak menduduki atau menguasal wilayah atau sebagian wilayah Republik 1ndonesa
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Pasal 12

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10, komponen utama terdiri atas Angkatan Bersenjata beserta
Cadangan Tentara Nasional Indonesia Kekuatan Cadangan Tentara Nasiond Indonesia dibedakan
antara anggota Cadangan Tentara Nasiond Indonesia dalam dinas aktif dan anggota Cadangan Tentara
Nasondl Indonesatidak dalam dinas aktif. Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesa dalam dinas
aktif, terpadu didalam kekuatan Angkatan Bersenjata dan merupakan bagian tidak terpisah daripadanya
dalam melaksanakan fungs Angkatan Bersenjata dalam pasd ini; sedangkan anggota Cadangan
Tentara Nasiond Indonesa tidak dalam dinas aktif, tidak termasuk di dalam kekuatan Angkatan
Bersenjata.

Pasal 13

Perlindungan Masyarakat merupakan pengorganisssan masyarakat untuk  meakukan fungs
menanggulangi dan atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana adam
atau bencana lainnya Warga negara yang diikut sertekan dalam Perlindungan Masyarakat addah
warganegara dilingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan pekerjaan yang bukan
anggota Rekyat Terlatih atau Angkatan Bersenjata ataupun Cadangan Tentara Nasond Indonesa
Persyaratan untuk diikutsertakan dalam Perlindungan Masyarakat adaah lebih ringan dan tanpa batas
usia dengan maksud untuk dapat memberikan kesempatan yang luas kepada warga negara agar
tertampung guna ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri.

Pasal 14
Cukup jeas.

Pasal 15
Ketentuan ini merupakan penegasan bagi tindakan pendayagunaan sumber daya nasional dan prasarana
nasona, untuk senantiasa berpedoman pada kebijaksanaan yang dilandaskan pada Garis-garis Besar
haluan Negara guna menjamin kemampuan bangsa dan negara secara berlanjut dan berkesnambungan
untuk kepentingan pertahanan keamanan negara dengan tetgp mengutamakan sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Pasal 16
Cukup jeas.
Pasal 17
ayet (1)

Cukup jelas.


http://www.djpp.depkumham.go.id

ayat (2)

Penggunaan istilah adil dan merata dalam ayat ini mencerminkan pengertian memasyarakatkan serta
menegakkan hak dan kewgjiban warga negara dalam usaha bela negara sebagaimana tercantum dalam
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasdl 18 Guna memenuhi Pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 keikutsertaan warga negara dadam bela negara harus dimulai secara dini
melalui Pendidikan Pendahuluan Bda Negara yang dilaksanakan mdalui pendidikan forma maupun
pendidikan non formal yang akan menghasilkan warga negara yang cinta tanah air, rela berkorban bagi
negara dan bangsa, dan meyakini kesaktian falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
mempunyal kesadaran akan, hak dan kewgibannya ssbaga warga negara yang bertanggung jawab.
Warga negara tersebut diikut sertakan secara bergilir dan berkaa menunaikan Wajib Prabakti dan
Wagjib Bakti ddam susunan Rakyat Terlatih. Rakyat Terlatih merupakan sumber tenaga bagi Angkatan
Bersenjata balk yang berstatus sukardla maupun wajib; serta sumber tenaga Cadangan Tentara
Nasond Indonesa secara sukarela, sedangkan sumber tenaga Cadangan Tentara Nasional Indonesia
secara wajib diperoleh dari mereka yang telah menyelesaikan masa dinas Angkatan Bersenjata Di
samping menghadapi ancaman dari luar negeri dan dari dalan negeri, masyarakat perlu juga
dipersigpkan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya malgpetaka. Pengikut sertaan warga negara
untuk menanggulangi malapetaka baik yang disebabkan oleh bencana dam maupun akibat perang
disusun dalam Perlindungan Masyarakat.

Pasal 19
Cukup jeas.
Pasal 20
ayet (1)
Cukup jelas.
ayet (2)

Waib Prabakti yang dimeksudkan dalam ayat ini adalah kewgiban warga negara untuk mengikuti
pendidikan dan latinan dalam rangka mewujudkan Rekyat Terlatin. Wgib Bakti adalah penunaian
kewgjiban pengabdian warga negara dalam susunan kesatuan Rakyat Terlatih sstelah. menyedesaikan
Wajib Prabakti.

ayat (3)

Anggota Rekyat Terlatih yang meninggalkan lingkungan pekerjaannya pada wektu dan sdama
menunaikan waib baktinya berhak tetap di ddam bidang pengabdian atau pekerjaannya Sedangkan
mereka yang memilih menjadi anggota Angkatan Bersenjata Sukarela, pada saat diterima sebagal
anggota, meka berakhir aau terputudah hubungan kerjanya dengan instans, lembaga dan atau
perusahaan Pemerintah maupun Swagta. Anggota Rakyat Terlatin yang menjalankan tugas sebaga
anggota Angkatan Bersenjata Waib atau yang secara sukarela menjadi anggota Cadangan Tentara
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Nasond Indonesa sedlama menjadankan tugas berhak meninggakan bidang pengabdian atau
pekerjaannya pada ingtand, lembaga dan atau perusahaan Pemerintah maupun Swasta, tanpa
mengakibatkan terputusnya hubungan kerja

ayet (4)

Lingkungan pemukiman adalah lingkungan seseorang warga negara bertempat tinggd dan
menyelenggarakan kehidupannya; lingkungan pendidikan adalah lingkungan seseorang warga negara
bersekolah atau menuntut ilmu atau yang kehidupannya bertdian erat dengan tempat pendidikan atau
pendidikannya; lingkungan pekerjaan addah lingkungan seseorang warga negara bekerja mencari
nafkah dan kehidupannya bertalian erat dengan tempat bekerja atau pekerjaannya

ayet (5)
Cukup jeas.

Pasal 21
Cukup jeas.

Pasal 22
ayet (1)

Cadangan Tentara Nasond Indonesa adalah sdah satu bentuk pengikutsertaan warga negara
berdasarkan kesukarelaan atau kewsjiban dalam pembelaan negara guna mengembangkan kekuatan
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasond Indonesia Angkatan Laut dan Tentara
Nasond Indonesa Angkatan Udara pada waktu diperlukan. Anggota Cadangan Tentara Nasond
Indonesa bersumber dari anggota Rakyat Terlatih secara sukardla dan anggota Tentara Nasond
Indonesia yang telah menyelesaikan masa dinasnya secara wgjib, sedangkan bagi anggota Kepolisan
Negara Republik Indonesia yang telah menyelesaikan masa dinasnya diberi kesempatan untuk menjadi
anggota Cadangan Tentara Nasiond Indonesia. Mengingat terdapatnya perbedaan sfat tugas antara
Tentara Nasional 1ndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dadlam rangka penyelenggaraan
pertahanan keamanan negara, maka anggota Kepolisan Negara Republik Indonesa yang telah
menyelesaikan masa dinasnya tidak dikenakan kewajiban mdainkan secara sukarela untuk menjadi
anggota Cadangan Tentara Nasondl.

ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 23

Angkatan Bersenjata lahir dari rakyat, berjuang untuk dan bersama rekyat dengan dilandas oleh
semangat rela berkorban untuk negara dan bangsa Angkatan Bersenjata sebagal Prajurit Pgluang
addah pengawa serta pengamal ideologi negara dan pdopor perjuangan kearah tercapainya cita-cita
bangsa Indonesa. Angkatan Bersenjata menegakkan kemerdekaan nasond yang bersatu, berdaulat,
adil dan makmur. Dadam meaksanakan pengabdiannya Angkatan Bersenjata dituntun oleh Sapta
Marga yang pada hakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila dalam kehidupan dan
penghidupan keprguritan yang karenanya berarti mampu melaksanakan fungd sebagai kekuatan
pertahanan keamanan negara maupun sebagal kekuatan sosdl.

Pasal 24

Bagi warga negara yang masih mengabdi sebagai anggota Rekyat Terlatih,Angkatan Bersenjata atau
Cadangan Tentara Nasond Indonega tidak diikut sertakan ddam Perlindungan Masyarakat. Warga
negara yang menjalankan tugas sebagai anggota Perlindungan Masyarakat berhak meninggalkan bidang
pengabdian atau pekerjaannya pada instand, lembaga atau perusahaan Pemerintah maupun Swasta,
tanpa mangakibatkan putusnya hubungan kerja

Pasal 25

Warga negara yang telah berjasa dalam pengabdiannya berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan dapat dianugerahi tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan
sehagal Veteran Republik Indonesa Termasuk dalam pengertian gelar kehormatan addah pangkat
kehormatan.

Pasal 26
Fungs Angkatan Bersenjata sebaga kekuatan sosa sudah ada sgak kelahirannya serta merupakan
bagian dari hasl proses perjuangan dan pertumbuhan bangsa Indonesa yang telah dirumuskan dalam
Marga kesatu sampal dengan Marga ketiga pada Sapta Marga dan dinyatakan sebagal sdlah satu moda
dasr pembangunan nasond daam Garis-gais Besar Hduan Negara (Ketetapan Madis
Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1978).

Pasal 27

Cukup jeas.
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Pasal 28

Sepanjang sgarah perjuangan bangsa Indonesia, terbukti Angkatan Bersenjata merupakan pengawa
dan pengamd Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang setia, sehingga dalam peranannya
sebagal kekuatan sogal, Angkatan Bersenjata mendayagunakan kemampuannya sdlaku dinamisator dan
stabilisator dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan
dalam mewujudkan tujuan nasond. Dalam rangka pelaksanaan fungs sebagaimana dimaksud di atas,
Angkatan Bersenjata diarahkan agar mampu secara aktif dan postif ikut serta memupuk serta
memantgpkan persatuan dan kesatuan bangsa dan mampu berperan serta dalam pembangunan nasond
kearah terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.

Pasal 29
Cukup jeas.
Pasal 30
ayet (1)
Cukup jelas.
ayet (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan tugas penegakan kedaulatan negara dilaut mencakup pengertian penegakan
hukum dilaut sesuai dengan kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, baik
dalam lingkup nasional maupun dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum internasond.

ayet (2)
huruf b dan huruf ¢
Cukup jelas.
ayet (3)
huruf a
Y ang dimaksud dengan tugas penegakan kedaulatan negara diartikan sama dengan Penjelasan ayat (2)

huruf a pasal ini bagi wilayah udara Adapun pengertian dirgantara mencakup ruang udaradan antariksa
termasuk orbit geo-stationer yang merupakan sumber dayaadamterbatas.
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ayet (3)
huruf b dan huruf ¢
Cukup jelas.
ayet (4)
huruf a
Dalam mdaksanekan tugaswya sdaku da negara penegak hukum dan  menyeenggarakan

ketenteraman masyarakat,Kepolisan Negara Republik Indonesa memberikan perlindungan dan
pelayanan kepada masyarakat.

huruf b dan huruf ¢

Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
ayet (1)
Cukup jelas.
ayet (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan mendayagunakan sumber daya dam dan sumber daya buatan yang bernila
strategis addah mengusahakan pengembangan dalam rangka pendayagunaan sumberdaya dam dan
sumber daya buatan lain yang bernilal strategis, sedangkan cadangan materiil strategis adaah segenap
bahan has| pertambangan dan aat perdatan industri dan lain-lain yang dipersgpkan sebaga persediaan
guna memenuhi kebutuhan pertahanan keamanan negara daam jangka waktu tertentu pada keadaan
darurat.

huruf b

Yang dimeksud dengan sstem logigtik wilayah adalah ssem logistik yang bertumpu pada kekayaan
sumber daya wilayah dengan cadangan materiil strategis di daerah. Terwujudnya sisem logistik wilayah
ini memungkinkan daerah untuk berswasembada ddam mendukung upaya pertahanan keamanan
negara dalam jangka waktu tertentu.
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ayet (3)
huruf a
Y ang dimaksud dengan mengkonservasikan sumber daya dam yang bernilai strategis adaah membatas
penggunaan sumber daya dam yang bernila drategis sesua dengan kebutuhan dan memenuhi
kepentingan nasional agar dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan jangka panjang.
huruf b
Y ang dimaksud dengan mengembangkan dan mewujudkan diversifikas sumber daya alam yang bernilai
drategis addah mengembangkan dan mewujudkan usaha diverdfikes sumber daya dam termasuk
penggunaannya untuk menghindarkan ketergantungan pada sesuatu sumber daya dam tertentu.
Pasal 33

ayet (1)
huruf a

Cukup jelas.
huruf b
Yang dimeksud dalam ketentuan ini addah membangun dan menyatupadukan skap mental dan
keiwaan dalam satu pola tertentu sebagal kondis dan sarana untuk mencagpa tujuan pertahanan
keamanan negara
huruf ¢

Cukup jelas.
ayet (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jeas.
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Pasal 35

ayet (1)

Pengelolaan pertahanan keamanan negara sebaga.salah satu fungs pemerintahan negara dilakukan
secara nasional, mencakup penetapan kebijaksanaan pertahanan keamanan negara berdasar Garis-garis
Besar Hauan Negara untuk menjamin keserasan dengan kebijaksanaan nasiond lainnya dalam rangka
mendukung kepentingan nasond disertai dengan menyeenggarakan perencanaan, pengawasan dan
pengenddian terpusat,dengan pdaksanaan pertahanan keamanan negara secara luas dan merata di
daerah-daerah.

ayet(2)

Cukup jelas.

ayat(3)

Dewan Pertahanan Keamanan Nasond menyelenggarakan penelaahan ketahanan nasond aspek
keamanan nasond dari segda bidang kehidupan bangsa serta merumuskan rancangan politik
pertahanan keamanan negara dan drategi pertahanan keamanan negara dengan melaksanakan
pengelolaan berbaga informes dan produk intdijen, perkiraan kecenderungan perkembangan
lingkungan strategis, penilaian berbagal perubahan keadaan lingkungan, serta analisa dan pertimbangan
berbaga aternatif pemanfastan pduang dan pemecahan masdah dalam penyelenggaraan pertahanan
keamanan negara,

ayet (4)

Pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasiona merupakan wewenang Presiden sesual dengan
keperluan dan kepentingannya dengan komposis inti yang terdiri dari Menteri, Panglima Angkatan
Bersenjata, Kepda Staf Angkatan dan Kepala Kepolisan Republik Indonesia beserta Pimpinan
departemen dan badan atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkut paut dengan bidang
pertahanan keamanan negara

ayet (5)
Cukup jelas.
Pasal 36
ayet (1)

Cukup jelas.
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ayet (2)

Termasuk pengertian ayat (2) pasd ini Menteri menetgpkan kebijaksanaan pembinaan komponen
kekuatan pertahanan keamanan negara kearah terwujudnya kekuatan fisk yang mampu memberikan
daya tangkd dan daya pukul yang efektif.

ayet (3)

Cukup jdas
Pasal 37
ayet (1)

Sequa dengan kedudukan dan fungsinya maka Panglima Angkatan Bersenjata daam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presden.

ayet (2)

Cukup jelas.
ayet (3)

Cukup jelas.
ayet (4)

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jeas.
Pasal 39
ayet (1)
Cukup jeas.

ayet (2)
Pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan Kepolisan Negara Republik Indonesa diarahkan

guna tersdenggaranya tugastugas kepolisan sdaku adat negara penegak hukum daam rangka
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan :
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mengusahakan ketastan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan;

.melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan diran kepercayaan yang dapat
menimbulkan perpecahan atau mengamcam persatuan dan kesatuan bangsa;

memelinara kesdamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau
bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang ddam pelaksanaannya wajib
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan kerjasama dan koordines dengan ingtand, badan aau lembaga yang
bersangkutan dengan fungs dan tugasnya;

daam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
melaksanakan tugas sesua dengan peraturan perundang-undangan.

ayet (3)
Cukup jeas
Pasal 40
ayet (1)
Hal-hal yang mendasari kewenangan Presden untuk mengeluarkan pernyataan berlakunya keedaan
bahaya diantaranya :
a terjadinya pemberontakan atau perlawanan bersenjata terhadap kedaulatan negara atau terjadinya

bencana yang mengancam keamanan dan ketertiban hukum dan dikhawatirkan tidak dapat diatas
oleh unsur-unsur kekuatan pertahanan keamanan negara secara biasa;

terjadinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya sengketa
bersenjata;

timbulnya hal-ha yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara.

Pengertian tentang luas lingkup wilayah tidek tergantung kepada batas kewenangan administras
pemerintahan, mdankan mencakup wilayah yurisdiks nasond Negara Republik Indonesa,
sehingga penetagpan lingkup berlakunya dan tingkat keadaan bahaya dapat ditentukan tersendiri
sesual dengan intendgtas ancaman yang timbul atau yang dihadapi.

ayet(2)

Cukup jelas.

Pasal 41
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ayet (1)

Mengingat bahwa keterlibatan negara dan bangsa dalam perang dan ikatan perdamaian menyangkut
nasb dan kepentingan rakyat maka tindakan Presiden untuk memaklumkan perang atau membuat
perdamaian memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyet.

ayet (2)
Cukup jelas.
Pasal 42

Yang dimeksud dengan mobilisas ddam ketentuan ini adalah pengerahan atau penggunaan secara
serentak sumber daya nasond dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebaga
komponen kekuatan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan
Setigp ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri.

Y ang dimaksud dengan mobilisas dalam ketentuan ini adalah tindakan penghentian pengerahan sumber
daya nasond dan prasarana nasond serentak ataupun bertahap mdaui pemisahan,penyauran atau
pengdihan guna memulihkan fungs dan tugas setigp unsur-unsur seperti sebelum diberlakukannya
kelancaran dan kelangsungan pembangunan nasondl.

Pasal 43

ayet (1)

Mengingat bahwa pengetahuan hukum dan teknologi militer senantiasa tumbuh dan berkembang, maka
sgdan dengan itu hukum militer perlu dibina dan dikembangkan sesua dengan kebutuhan dan
kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

ayet (2)

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman meka anggota Angkatan Bersenjata mempunyal peradilan tersendiri.
Sedangkan Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 menetgpkan berlakunya Hukum Pidana
Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Digplin Tentara bagi anggota Kepolisan Negara
Republik Indonesia, dengan demikian sgak berlakunya undang- undang tersebut anggota Kepolisan
Negara Republik Indonesia merupakan yustisabd peradilan militer; justru kesamaan dan penyatuan
dalam perlakuan di bidang hukum dan peradilan itulah antara lain yang hendak dicgpa oleh
Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 sgdan dengan proses integras Angkatan Bersenjata
Dalam ha terjadi perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk
yugtisabd peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer maka Pasd 22 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 mengatur, bahwa perkara koneksitas tersebut pada dasarnya diperiksa dan diadili oleh
badan peradilan di lingkungan peradilan umumkecuai berdasarkan keputusan Menteri di bidang
pertahanan keamanan negara dengan persetujuan Menteri Kehakiman,perkara itu harus diperiksa dan
diadili oleh badan peradilan di lingkungan peradilan militer. Sdlanjutnya tentang penyelenggaraan
kewenangan penyerahan perkara di lingkungan Angkatan Bersenjata diatur dalam Keputusan Presden
Republik Indonesa Nomor 53 Tahun 1972.
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Pasal 44
Cukup jeas.

Pasal 45

ayet (1)

Khusus bagi Organisas Pertahanan Sipil dan Organisas Perlawanan dan Keamanan Rakyat sebagai
komponen kekuatan pertahanan keamanan yang diatur dengan Keputusan Presden Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisas Pertahanan Sipil dan Organisas
Perlavanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban peaksanaan Sstem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik 1ndonesa Nomor 56 Tahun 1972
tentang Penyerahan Pembinaan Organisas Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan
kepada Departemen Daam Negeri, sebdum kedluarnya Undang-undang Perlindungan Masyarakat
berdasarkan Undang-undang ini,secara berangsur-angsur dengan Keputusan Presiden  Republik
Indonesa diatur penyaluran dan penampungannya oleh badan-badan yang dibentuk berdasarkan
undang-undang ini.

ayet (2)
Cukup jelas.
ayet (3)
Mengingat bahwa tugas dan wewenang kepolisian bersangkut paut dengan hak dan kewgiban warga
negara secara langsung, sedangkan tugas dan wewenang kepolisan perlu dirumuskan secara tegas dan

terperinci, maka perlu disusun undang-undang tersendiri bagi Kepolisan Negara Republik Indonesia
sesua dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 46
Cukup jeas.
Pasal 47
Cukup jeas.
CATATAN
Kutipan . LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1982 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber @ LN 1982/51; TLN NO. 3234
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